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BAB IV 

PENUTUP 

4.1. Kesimpulan 

1. Hakikat  pemeriksaan bukti permulaan dalam rangkaian tindak pidana 

bidang perpajakan adalah untuk mendapatkan bukti permulaan tentang 

adanya dugaan telah terjadi tindak pidana, sebagai landasan tindak lanjut  

dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan bukan 

dimaksudkan sebagai dasar penetapan tersangka. Sehingga menjadikan 

“pemeriksaan bukti permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam 

tindak pidana perpajakan adalah bersifat melompat, karena “Pemeriksaan 

Bukti Permulaan” lebih mendekati pengertian “penyelidikan” dalam 

KUHAP, yang bertujuan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan Penyidikan. Sedangkan penetapan tersangka merupakan tujuan 

dari tindakan penyidikan sebagaimana Pasal 1 ayat (31) Perubahan III UU 

KUP selain membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang 

terjadi. Dengan demikian, apabila “pemeriksaan bukti permulaan” akan 

dijadikan sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana 

perpajakan, maka terlebih dahulu harus ditingkatkan pada tahap 

penyidikan tindak pidana perpajakan, sehingga dapat dijadikan dasar 

penetapan tersangka sesuai dengan KUHAP dan Pasal 1 ayat (31) 

Perubahan III UU KUP, serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-

XII/2014 tertanggal 28 April 2015, di mana terdapat sekurang-kurangnya 
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dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP disertai dengan 

pemeriksaan calon tersangkanya. 

 

2. Praperadilan dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan hukum bagi 

tersangka tindak pidana perpajakan, karena merupakan lembaga yang 

berwenang untuk menguji keabsahan tindakan upaya paksa yang 

dilakukan oleh penyidik, yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, 

penyitaan, pemeriksaan badan atau surat-surat, termasuk penetapan 

tersangka dalam tindak pidana perpajakan yang merugikan tersangka 

sebelum perkara pokoknya disidangkan. Selain itu Praperadilan berfungsi 

sebagai instrumen atau sarana kontrol (checks and balances) di antara 

sesama aparat penegak hukum, yaitu penyidik dan penuntut umum, 

pengadilan maupun pihak ketiga yang kepentingan (tersangka), sehingga 

dapat diwujudkan proses peradilan pidana yang bersih, berkualitas,  

tranparan dan akuntabel.  
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4.2. Saran 

1. Badan legislatif perlu melakukan perubahan UU KUP dengan melakukan 

penyelerasan pengertian “bukti permulaan dan status pemeriksaan bukti 

permulaan” sebagai dasar penetapan tersangka dalam tindak pidana 

perpajakan dengan pengertian dari frasa “bukti permulaan”, “bukti 

permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” seperti dimaksudkan 

putusan MK  Nomor 21/PUU-XII/2014 yaitu telah ditemukan sekurang-

kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah 

dilakukan pemeriksaan calon tersangka dan meningkatkan status 

pemeriksan bukti permulaan dalam tindak pidana perpajakan yang semula 

merupakan tahapan penyelidikan menjadi bagian dari proses atau tahapan 

penyidikan, sehingga penyidik dapat menetapkan tersangka yang diduga 

pelaku tindak pidana bidang perpajakan.  

 

2. Bagi Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana 

perpajakan, namun penetapan tersangka tersebut tidak memenuhi syarat 

prosedural sebagaimana diamanatkan putusan MK  Nomor 21/PUU-

XII/2014  yaitu ditemukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah 

sesuai Pasal 184 KUHAP dan telah dilakukan pemeriksaan calon 

tersangka, dapat mengajukan upaya hukum praperadilan pada Pengadilan 

Negeri setempat yang berwenang untuk itu  guna menguji keabsahan  dan  
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kemurnian tujuan penetapan tersangka tersebut sebelum perkara pokoknya 

disidangkan. 
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